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Lampiran 1 : FORMAT DASAR LAPORAN HASIL SURVEY PT BPRS NIAGA 
MADANI MAKASSAR 
 
FORMAT DASAR LAPORAN HASIL SURVEY 
(NOTA ANALISA PEMBIAYAN) 

 
Nama Calon Debitur    : XYZ 
Alamat Calon Debitur   : Jl. Andi Tonro No. 21, Makassar 
Jenis usaha     :  - Perdagangan 

        - Toko Bahan Bangunan 
Tanggal kunjungan    : 05 maret 2004 
Yang mengunjungi    : KLM & OPQ 

 
I.  Permohonan Pembiayaan: 

1. Tujuan Permohonan 
 Modal Kerja 
 Investasi 
 Konsumsi 

2. Nilai permohonan Rp. 75.000.000,- dengan jangka waktu 18 bulan, 
dengan bentuk angsuran pembiayan setiap hari. 
II.  Latar belakang Calon Debitur : 

 Tempat/Tanggal Lahir : Bulukumba, 15 Januari !996 
 Pendidikan  : Srata Satu 
 Status keluarga  : Calon debitur telah berkeluarga dengan 

jumlah tanggungan 1 istri dan 2 orang anak dan masing-masing anak 
masih TK dan Calon debitur dibantu 4 orang karyawan dan 2 staf 
kantor serta ddua orang sopir. 

III.  Golongan Usaha Debitur: 
 PT    
 CV    
 Perorangan 
 Koperasi 

IV.  Lokasi Tempat Tinggal/Lokasi Tempat Usaha dan Keadaanya 
 Tempat tinggal yang bersangkutan tersebut diatas, berada di 

lingkungan pemukiman yang padat dari arus lalu lintas yang ramai. 
Kondisi rumah permanen dan sekaligus merangkap tempat usaha 
penjualan Gas Elpiji. Luas tanah 1199 m2 dengan luas bangunan 680 
m2. 

 Sedangkan tempat took usaha bahan bangunan berada dijalan 
Rapocini Raya, dengan luas Toko 4x15 m 

V.  Gambaran Keadaan Usaha Calon Debitur 
 Modal kerja  tidakermasuk tanah dan bangunan: 

 Nilai persedian tabung Elpiji Rp. 25.000.000,- 
 Nilai persedian bahan bangunan Rp. 45.000.000.- 
 Nilai buku 1 mobil pick up tidak termasuk mobil yang sementara 

dalam angsuran Rp. 70.000.000.- 
 Penjaulan Gas Elpiji telah lam dijalani sekitar 5 tahun lebih dan saat 

ini kurang lebih 100 pelanggan terdiri dari kelompok rumah tangga, 
rumah sakit, instansi pemerintah, dan swasta serta beberapa 
pedagang disepanjang kawasan pantai tanjung bunga. 

 Penjualan elpiji dilaukan dengan cara diantar ketempat pelanggan. 



104 

 
 

 Pembelian isi tabung gas elpiji untuk 1tabung Rp. 36.000,- dijual Rp. 
39.000,- dalam 1 hari dapat menjual gas elpiji 40 tabung. Maka 
pendapatan dari menjual gas elpiji dala 1 bulan 50 tabungx (Rp. 
39.000,- - Rp. 36.000,-) x 25 hari = Rp. 3.750.000,- 

 Untuk menunjang penjualan gas elpiji yang bersangkutan mempunyai 
2 mobil pick up dengan biaya operasional dan perwatanuntuk 2 
kendaraan dalam Rp. 1.500.000,-         

 Usaha toko bahan bangunan sekitar 7bulan dan saat ini omset per 
hari Rp.1.500.000,- dengan keuntungan 10%, jadi pendapan dalam 1 
bulan Rp.1.500.000,-x10%x25 hari= Rp.3.750.000,-  

 Yang bersangkutan mempunyai usaha angkot pete-pete sebanyak 4 
armada yang telah lunas angsuran kereditnya, dengan minasaupa 
dan Pasar Niaga Daya, dengan rata-rat setoran, perhari 1 unit mobil 
Rp. 80.000,-. Jadi pendapatan perbulan dari 4 armada=Rp. 80.000,-
x4x25 hari=Rp. 8.000.000,- 

 Biaya perawatan untuk 4 armada mikrolet perbulan Rp. 1.000.000,- 
 Saat ini ybs mempunyai angsuran kredit tas pembelian 1mobil pick up 

sebesar Rp. 1.750.000,- perbulan masih 2,5 tahun lagi baru lunas 
 Untuk menghidupi keluarga diperlukan biaya Rp.2.100.000,- perbulan 

VI.  Analisa Kemampuan Keuangan  
 Pendapatan Gas Elpiji perhari      : Rp. 150.000,-

(+) 
 Pendapatan took bahan bangunan perhari   : Rp. 

150.000,-(+) 
 Pendapatan 4 mikrolet/hari    : Rp. 320.000,-

(+) 
 Biaya 2 kendaraan pick up/hari    : Rp.   60.000,-

(+) 
 Biaya perawatan 4 mikrolet/hari    : Rp.   40.000,-

(+) 
 Biaya gaji kary, Staf & sopir pick up/hari  : Rp. 132.000,-(-) 
 Biay hidup/hari      : Rp.   70.000,-

(-) 
 Biaya tak terduga 25 % dari biaya hidup   : Rp.   17.000,-

(-) 
 Angsuran kredit pick up/hari    : Rp.   70.000,-

(-) 
 Proyeksi angsuran kepada Bank/hari   : Rp. 188.889,-

(-)  
  Sisa pendapatan hari    : 
Rp.  41.611,- 

VII.  Aspek Jaminan: 
 Jenis janinan  

 Tanah dan bangunan (SHM…….atas nama XYZ) 
 2 unit mobil angkot mitsubisi T120 S tahun 2001 

 Bentuk pengikatan : 
 SKMHT dan Fiducia 

 Nilai jaminan : 
 Tanah dan bangunan nilai pasar Rp…………………… 
 2 unit mobil mikrolet total nilai pasar Rp………………… 

VIII. Trade checking dan Bank checking 
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 Infomasi dari pengusaha & distributor  
……………………………………………………… 

 Informasi dari Lembaga keuangan lain 
………………………………………………….. 

 Informasi dari 
……………………………………………………… 

IX. Aspek pertimbangan pembiayaan 
 Positif Point 

 Selama ybs telah menjadi debitur Bank Niaga Madani. 
Pembiayaan yang pertama yang diterima Rp. 27.000.000,- (telah 
Lunas) dengan jangka waktu 6 bulan pola harian, reputasi lancer. 

 Yang bersangkutan mempunyai banyak usaha dan 
menguntungkan. 

 Mengajukan pembiayaan untuk tambahan modal kerja persediaan 
tabung elpiji dan stok bahan bangunan sehingga diharapkan dapat 
meningkatkan omzet usahanya. 

 Negatif Point 
 Belum mempunyai pembukuan secara teratur 
 Jaminan mikrolet dengan resiko sangat tinggi 

X. Keputusan pembiayaan 
Dari hasil survey dan analisa keuangan tersebut diatur hemat kami 
permohonan pembiayaan tersebut layak untuk dibiayai, maka 
masukan untuk mempertimbangkan oleh financing committee Bank 
Niaga Madani adalah: 
 Plafond pembiayaan yang kami usulkan sebesar Rp.50.000.000,- 

walaupunsaat ini nilai total nilai pasar jaminan lebih dari Rp. 
100.000.000,- tetapi melihat dua jaminan mikrolet dengan tingat 
penyusutan dan resiko yang tinggi maka dikhawatirkan nilai 
kendaraan akan jatuh. 

 Usaha bahan bangunan merupakan bidang usaha yang baru untuk 
ybs dan perkembangannya, maka pembiayaan janganterlalu besar 
dulu. 

 Jangka waktu sebaiknya 12 bulan dengan angsuran pola harian 
sesuai analisa kemampuan kuangan. 

 Nisbah/margin……………………………………………………………… 
 Biaya-biaya adaministrasi………………………………………………….. 
 Provisi……………………………………………………………………… 
 Biaya materai………………………………………………………………. 
 Asuransi…………………………………………………………………… 

Makassar, 08 Maret 2008 
Analis pembiayaan, 
 
 

Syafruddin 
Koordinator pembina nasabah 
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Lampiran 2 : HASIL WAWANCARA SELAMA PENELITIAN DI PT BPRS 
NIAGA MADANI MAKASSAR 

Narasumber : Dr. Idris, S.P., M.M (Dewan Pengawas Syariah) 

1. Apa peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BPRS ? 

Jawab : Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi dan 
memastikan seluruh transaksi yang ada di perbankan sesuai dengan aturan 
syariah (DSN MUI). Selain itu, DPS juga bertugas untuk memberikan masukan 
kepada perbankan apabila terdapat transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip 
syariah. 

2. Bagaimana Dewan Pengawas Syariah mengevaluasi kepatuhan syariah di PT 
BPRS Niaga Madani Makassar khususnya untuk produk pembiayaan ? 

Jawab : Dewan Pengawas Syariah (DPS) menelusuri transaksi – transaksi yang 
terjadi di BPRS, tidak hanya dari segi akad, tetapi seluruh rangkaian proses 
transaksi mulai dari pemenuhan dokumen hingga penyelesaian transaksi. DPS 
menggunakan dasar DSN MUI dalam menilai kesesuaian syariah pada produk 
perbankan yang ditawarkan. Pembiayaan dengan akad murabahah 
menggunakan standar fatwa DSN MUI No. 4 tahun 2000 tentang murabahah dan 
pembiayaan dengan akad qardh menggunakan standar fatwa DSN MUI No. 19 
tahun 2001 tentang qardh. 

3. Apakah dalam transaksi dengan akad murabahah, bank diperbolehkan untuk 
memberikan kuasa kepada nasabah dengan menggunakan akad wakalah 
terlebih dahulu, lalu setelah barang telah sepenuhnya menjadi milik bank (akad 
wadiah selesai), baru dilaksanakan transaksi dengan akad murabahah ? 

Jawab : Untuk transaksi tertentu, dibolehkan untuk menggunakan skema ini. 
Dimana, bank memberikan kuasa kepada nasabah dalam bentuk akad wakalah 
untuk membeli barang atas nama bank, kemudian setelah barang telah 
sepenuhnya menjadi milik bank dan akad wakalah selesai, maka boleh 
dilanjutkan dengan transaksi murabahah. Pembiayaan dengan skema seperti ini 
biasanya terjadi pada pembiayaan modal kerja, karena keberagaman jenis item 
barang yang menjadi kebutuhan nasabah. Dalam menggunakan skema ini, bank 
dimita untuk cermat memperhatikan dokumen nasabah. Bank harus memastikan 
barang yang dibeli nasabah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen. 
Selama saya menjadi DPS di PT BPRS Niaga Madani Makassar, hal ini yang 
saya luruskan didalam transaksi dengan akad murabahah, bahwa skema 
pembiayaan yang seperti ini hanya berlaku untuk pembiayaan modal usaha 
dengan jenis item barang yang beragam. 

4. Apakah transaksi seperti ini (nomor 3) tidak melanggar prinsip syariah 
mengenai double akad dalam satu transaksi ? 

Jawab : Skema pembiayaan seperti ini dibolehkan ketika bank kesulitan 
menjangkau barang yang ingin dibeli oleh nasabah, termasuk ketika pembiayaan 
modal kerja dengan jenis item barang yang ingin dibeli oleh nasabah sangat 
beragam. Namun, yang perlu diperhatikan dalam skema ini adalah bank harus 
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dipastikan menyelesaikan terlebih dahulu transaksi dengan akad wakalah, 
barulah boleh melakukan transaksi pembiayaan dengan akad murabahah.  

5. Murabahah merupakan akad jual beli, dimana bank bertindak sebagai penjual 
dan nasabah sebagai pembeli. Apakah dalam transaksi dengan akad ini, bank 
harus memiliki barang tertentu yang kemudian di tawarkan kepada nasabah atau 
jika ada nasabah yang ingin membeli barang tertentu mereka menjelaskan 
kepada bank mengenai barang yang ingin dibeli, kemudian bank baru membeli 
barang tersebut ? 

Jawab : Bank diperbolehkan membeli barang sesuai dengan yang diinginkan 
nasabah, kemudian jika barang tersebut telah menjadi milik bank dan diakui 
sebagai persediaan perusahaan, maka barang tersebut boleh dijual kepada 
nasabah dengan akad murabahah. Semua kegiatan dalam transaksi syariah 
harus jelas mulai dari awal transaksi hingga berakhirnya transaksi. 

6. Saya melihat di SOP Pembiayaan, terdapat biaya provisi yang harus 
dibayarkan nasabah dalam melakukan transaksi. Apakah ini diperbolehkan ? 

Jawab : Tidak diperbolehkan menggunakan tambahan biaya dalam transaksi 
pembiayaan, termasuk biaya provisi. Biaya provisi dalam SOP Pembiayaan telah 
dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip syariah. Namun, dalam setiap 
transaksi pembiayaan bank dibolehkan untuk memungut biaya administrasi, yaitu 
over cost yang dikeluarkan dalam transaksi tersebut. Ketentuan biaya 
administrasi ini juga telah diatur dalam DSN MUI.  

7. Bagaimana penentuan standar margin untuk transaksi murabahah ? 

Jawab : Tidak ada standar baku nominal jumlah margin dalam transaksi 
murabahah. Penentuan margin ini disesuaikan dengan mekanisme pasar. 
Penentuan margin mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan bank, resiko 
pembiayaan, tingkat persaingan pasar dan keuntungan yang akan diperoleh 
bank. Penentuan margin di perbankan juga sangat memperhatikan kondisi 
perbankan. Dalam syariah, tidak ada Batasan dalam menentukan margin, 
selama ada kesepakatan dengan nasabah. Margin dapat tinggi, rendah, atau 
bahkan tidak ada keuntungan sama sekali, selama bank dan nasabah saling 
suka sama suka, dan tidak melanggar prinsip syariah lainnya, maka dibolehkan. 

8. Selama menjadi DPS di BPRS Niaga Madani Makassar, apakah ada hal yang 
dikritisi dalam produk pembiayaan ? 

Jawab : Selama menjadi DPS, tentunya kami memberikan banyak masukan 
kepada BPRS dalam pemenuhan kepatuhan syariah. Kami telah melakukan uji 
petik untuk setiap jenis transaksi dan ada beberapa hal yang kami evaluasi, 
khususnya dalam pembiayaan dengan akad murabahah. Kami memberikan 
masukan kepada pihak bank untuk memperhatikan dengan baik mekanisme 
murabahah, dimana bank sebagai penjual harus sepenuhnya memiliki barang 
yang ingin dijual, lalu diserahkan kepada nasabah. Selaku DPS, kami juga 
secara berkala memberikan penjelasan kepada pihak bank mengenai transaksi-
transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.  
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Narasumber :  Ridwan Ridho (Manajer Operasional) 

1. Apa saja produk pembiayaan di PT BPRS Niaga Madani Makassar ditinjau 
dari jenis akad ? 

Jawab : Produk pembiayaan disini ada beberapa. Jika kita tinjau dari jenis 
akadnya, maka produk pembiayaan yang kami utamakan disini adalah produk 
pembiayaan dengan akad murabahah. Sementara, produk pembiayaan dengan 
akad qardh hingga saat ini, hanya diperuntukkan untuk karyawan saja.  

2. Apakah tidak ada jenis pembiayaan dengan akad mudharabah ? 

Jawab : Hingga saat ini, masih sedikit bank yang ingin memberikan pembiayaan 
dengan akad mudharabah. Hal ini dikarenakan pembiayaan dengan akad 
mudharabah mengutamakan prinsip kepercayaan dan bank masih sulit untuk 
menerapkan hal ini karena resikonya cukup tinggi. 

3. Jadi, pembiayaan di PT BPRS Niaga Madani Makassar hanya menggunakan  
akad Murabahah dan Qardh ? 

Jawab : Iya, hingga saat ini kami hanya menawarkan dua akad saja, yaitu akad 
Murabahah dan Qardh. Namun, setelah berdiskusi bersama Dewan Pengawas 
Syariah (DPS) yang baru terpilih, Insyaallah akan dikembangkan jenis 
pembiayaan dengan akad Ijarah. 

4. Apakah ada evaluasi secara rutin oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) 
terhadap kepatuhan syariah pada produk pembiayaan ? 

Jawab : Iya, ada. Dewan Pengawas Syariah (DPS) di PT BPRS Niaga Madani 
Makassar secara rutin melalukan evaluasi terhadap penerapan Sharia 
Compliance untuk seluruh jenis produk perbankan yang ditawarkan. Mereka 
melakukan uji petik dengan mengambil tiga sampel untuk setiap jenis produk 
perbankan yang ditawarkan dengan memperhatikan berbagai aspek, mulai dari 
akad hingga penyelesaian transaksi. DPS akan mengevaluasi transaksi yang 
dilakukan telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI atau tidak. DPS akan 
memberikan masukan jika ada hal – hal yang masih perlu dibenahi dalam 
transaksi tertentu. 

5. Mengenai transaksi dengan akad Murabahah kita ketahui bahwa, Murabahah 
merupakan akad jual beli, dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah 
sebagai pembeli. Apakah dalam transaksi dengan akad ini, bank telah memiliki 
barang tertentu yang kemudian di tawarkan kepada nasabah atau jika ada 
nasabah yang ingin membeli barang tertentu mereka melakukan pemesanan 
kepada bank, kemudian bank baru membeli barang tersebut ? 

Jawab : Transaksi dengan akad Murabahah yang barangnya disediakan 
langsung oleh PT BPRS Niaga Madani Makassar, yaitu handphone. PT BPRS 
Niaga Madani Makassar bekerjasama dengan salah satu toko handphone. 
Sehingga, ketika ada nasabah yang ingin membeli handphone, kita akan 
menawarkan handphone yang ada di toko tersebut. Sementara untuk produk 
lain, nasabah harus menjelaskan terlebih dahulu spesifikasi barang yang ingin 
dibeli dan bank yang akan membeli barang tersebut, kemudian dijual kepada 
nasabah. 
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6. Jadi, barang yang tersedia untuk transaksi murabahah hanya untuk pembelian 
handphone ? Bagaimana dengan pembelian dengan barang lain ? 

Jawab : Untuk pembelian barang lain, kami masih membutuhkan arahan dari 
DPS mengenai hal ini. Karena secara ideal, seharusnya bank memiliki barang 
tertentu yang telah diakui sebagai aktiva perusahaan, lalu dijual kepada nasabah. 
Namun dalam praktiknya hingga saat ini, kami hanya melakukan dengan 
pemberian kekuasaan (wakalah) kepada nasabah untuk membeli barang yang 
mereka inginkan atas nama PT BPRS Niaga Madani Makassar, kemudian jika 
barang tersebut telah resmi menjadi milik bank (akad wakalah selesai), maka 
akan dilanjutkan transaksi murabahah. 

7. Apakah ada jaminan yang harus diberikan nasabah dalam transaksi 
murabahah ? 

Jawab : Untuk meminimalkan resiko, PT BPRS Niaga Madani Makassar 
mempersyaratkan adanya jaminan untuk produk pembiayaan. 

8. Bagaimana penentuan margin dalam transaksi murabahah di PT BPRS Niaga 
Madani Makassar ? 

Jawab : Untuk transaksi dengan akad murabahah, kami selaku penjual (bank) 
akan memberikan informasi kepada nasabah mengenai harga pokok barang 
yang dijual. Selanjutnya, dalam penentuan margin, perusahaan akan melakukan 
penilaian terlebih dahulu terhadap dokumen nasabah, mempertimbangkan 
kondisi perusahaan dan hasil negosiasi bersama nasabah. Jadi, tidak ada 
patokan angka khusus untuk penentuan margin. 

9. Bagaimana jika ada nasabah yang tidak mampu membayar angsurannya ? 

Jawab : Jika nasabah tidak mampu membayar angsuran dalam periode tertentu, 
maka PT BPRS Niaga Madani Makassar akan memberikan Surat Peringatan 
kepada nasabah sampai tiga kali. Jika nasabah tidak mampu melakukan 
pembayaran, maka akan dilakukan lelang untuk barang yang telah dijaminkan 
nasabah kepada bank. Namun, jika nasabah masih mampu membayar 
angsurannya tetapi dibawah jumlah angsuran yang telah ditetapkan sebelumnya, 
maka akan dilakukan restrukturisasi. Pada dasarnya, pihak perbankan sangat 
memperhatikan kebutuhan nasabah, namun karena bank juga memiliki tanggung 
jawab terhadap aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka bank harus tegas 
terhadap nasabah. 

10. Apakah ada biaya tambahan dalam pembiayaan dengan akad qardh ? 

Jawab : Tidak ada biaya tambahan dalam pembiayaan akad qardh karena akad 
ini termasuk dalam akad tabarru (tolong menolong). Jadi, ketika nasabah 
meminjam uang sebesear Rp 1.500.000, maka nasabah cukup mengembalikan 
uang sebesar Rp 1.500.000 dalam periode tertentu, sesuai dengan kesepakatan. 
Namun diawal transaksi, nasabah membayar biaya administrasi sebesar Rp 
100.000 dan hal ini diperbolehkan dalam DSN MUI sesuai dengan arahan dari 
DPS. 

11. Dari seluruh pembiayaan ini, pembiayaan dengan akad apa yang jumlah 
transaksinya paling banyak ? 
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Jawab : Akad murabahah. 

 

Narasumber : Anna Yumiko (CS/Marketing Funding) 

1. Apa saja produk pembiayaan yang ada di PT BPRS Niaga Madani ? 

Jawab : PT BPRS Niaga Madani Makassar memiliki beberapa produk 
pembiayaan, yaitu pembiayaan modal usaha, pembiayaan suka-suka dan 
pinjaman karyawan. Pembiayaan modal usaha adalah pembiayaan yang 
diberikan kepada masyarakat untuk menjalankan usaha. Selanjutnya, ada 
pembiayaan suka-suka, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat 
yang memerlukan pembiayaan diluar keperluan modal usaha, seperti untuk 
membeli sepeda motor, handphone, dan lain-lain. Untuk mengajukan 
pembiayaan, nasabah harus memenuhi beberapa ketentuan dan melengkapi 
dokumen yang dipersyaratkan. Tujuan dari persyaratan awal yang diajukan PT 
BPRS Niaga Madani Makassar adalah untuk mengetahui jenis pembiayaan yang 
sesuai dengan kebutuhan nasabah. Setelah nasabah melengkapi semua data 
yang dipersyaratkan, maka pihak bank akan melakukan verifikasi dokumen 
nasabah. Salah satu resiko utama dari bisnis pembiayaan adalah resiko tidak 
tertagihnya nilai pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah/debitur. 
Karena itu untuk memprediksi dan mengukur tingkat resiko yang kemungkinan 
akan terjadi, maka Setiap permohonan/aplikasi pembiayaan nasabah/debitur 
wajib diproses sesuai dengan prinsip kehati-hatian. 

2. Apakah selama pandemi, apakah ada pengaruh terhadap keuangan 
perusahaan ? 

Jawab : Selama pandemi, PT BPRS Niaga Madani Makassar tidak mengalami 
pengaruh yang cukup signifikan. Dampak dari pandemi cukup dirasakan, hanya 
pada saat awal–awal masa pandemi. Beberapa nasabah yang terdampak 
pandemi, diberikan restrukturisasi dalam penyelesaian pembayarannya. Selain 
itu, Alhamdulillah operasional perusahaan berjalan dengan baik. 

 

Narasumber : Nabilah (HRD/Reporting Pembiayaan) 

1. Apakah untuk transaksi Qardh, perusahaan tidak mengambil keuntungan ? 

Jawab : Tidak, karena akad Qardh merupakan transaksi tabarru’ (tolong 
menolong). Keuntungan perusahaan diambil dari akad Murabahah.  

2. Apakah pembiayaan dengan akad Qardh hanya untuk karyawan ? 

Jawab : Iya, pembiayaan dengan akad qardh hanya diberikan untuk karyawan 
karena pembiayaan untuk karyawan memilki tingkat resiko paling rendah. 
Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan untuk karyawan harus memenuhi 
dokumen-dokumen tertentu, termasuk surat perjanjian bahwa bersedia gajinya 
akan otomatis terpotong dengan jumlah angsuran pinjamannya. Namun, sejak 
pandemi kami membuka pembiayaan dengan akad qardh ini kepada masyarakat 
yang usaha atau pendapatannya terdampak pandemi.  
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3. Dari mana sumber dana untuk pembiayaan dengan akad qardh ? 

Jawab : Sumber dana untuk pembiayaan diambil dari modal PT BPRS Niaga 
Madani Makassar 

 

Narasumber : Ayu (Nasabah Akad Murabahah) 

1. Apakah ibu mengajukan pembiayaan di PT BPRS Niaga Madani Makassar ?  

Jawab : Benar. Saya mengajukan pembiayaan di PT BPRS Niaga Madani 
Makassar untuk pembelian motor. 

2. Mengapa ibu mengajukan pembiayaan di PT BPRS Niaga Madani Makassar ? 

Jawab : Pada masa itu, saya sangat membutuhkan kendaraan yang dapat saya 
gunakan untuk berangkat kerja. Sehingga, saya mengajukan pembiayaan di PT 
BPRS Niaga Madani Makassar. Saya memilih PT BPRS Niaga Madani Makassar 
karena setelah saya melakukan survey di beberapa tempat, pembiayaan di PT 
BPRS Niaga Madani Makassar yang memiliki tingkat margin yang dapat saya 
jangkau. Termasuk jika dibandingkan dengan membeli langsung pada dealer 
motor secara kredit, melakukan pembelian di PT BPRS Niaga Madani Makassar 
akan lebih terjangkau. 

3. Apa saja prosedur awal yang ibu lakukan saat mengajukan pembiayaan di PT 
BPRS Niaga Madani Makassar ? 

Jawab : Di awal, saya melengkapi berkas untuk pengajuan pembiayaan yang di 
minta oleh PT BPRS Niaga Madani Makassar, seperti KTP, Slip gaji, dan berkas 
lainnya, termasuk berkas wali saya, selaku penjamin jika terjadi suatu hal pada 
diri saya. 

4. Pada saat pembelian motor, apakah ibu memesan terlebih dahulu kepada 
pihak PT BPRS Niaga Madani Makassar atau ibu yang langsung ke dealer motor 
dengan menggunakan akad wakalah dari BPRS ? 

Jawab : Saat saya mengajukan pembiayaan kepada bank, saya memilih untuk 
tidak diwakilkan oleh bank karena saya ingin melihat secara langsung spesifikasi 
motor yang akan saya beli. Oleh karena itu, saya bertindak selaku perwakilan PT 
BPRS Niaga Madani Makassar untuk membeli motor secara tunai. Kemudian, 
ketika motor tersebut telah resmi menjadi milik PT BPRS Niaga Madani 
Makassar, saya baru melakukan transaksi jual beli motor dengan PT BPRS 
Niaga Madani Makassar. 

5. Kalau boleh tahu, berapa harga pokok motor yang ibu beli di PT BPRS Niaga 
Madani Makassar dan berapa marginnya ? 

Jawab : Harga pokok motor yang saya beli waktu itu sebesar Rp 18.000.000,- . 
Saya membayar secara kredit tiap bulannya selama 36 bulan. Pada saat itu, 
margin yang di berikan sebesar 2%. Sehingga, setiap bulan saya harus 
membayar sekitar Rp 860.000 yang terdiri atas Rp 500.000 angsuran pokok 
pembiayaan dan Rp 360.000 margin setiap bulan yang harus saya bayarkan. 
Selain itu, di PT BPRS Niaga Madani Makassar juga memberikan keringanan 
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kepada nasabah yang melakukan pelunasan harga pokok barang lebih cepat. 
Misal, seharusnya saya membayar Rp 860.000 setiap bulan selama 36 bulan. 
Namun, jika saya melakukan pelunasan harga pokok motor yang saya beli di 
bulan ke-10, artinya saya hanya membayar harga pokok motor sebesar Rp 
18.000.000 ditambah margin untuk 10 bulan.  

6. Bagaimana penentuan margin saat pembelian motor tersebut ? 

Jawab : Pada saat itu, pihak marketing menyampaikan kepada saya bahwa, 
setelah mempertimbangkan dokumen yang saya berikan, pihak BPRS 
menawarkan kepada saya beberapa pilihan dalam penentuan margin yang akan 
saya bayarkan. Setelah menimbang kemampuan pembayaran saya dan 
beberapa hal lainnya, akhirnya disepakati margin yang harus saya bayarkan 
sebesar 2%. 

Narasumber : Anwar (marketing) 

1. Bagaimana penentuan margin di PT BPRS Niaga Madani ? 

Jawab : Penentuan margin disesuaikan dengan kemampuan nasabah dan 
kondisi perusahaan. Pada umumnya, margin di PT BPRS Niaga Madani 
Makassar sekitar 3%-5%, tetapi bisa jadi lebih rendah atau lebih tinggi dari 
standar ini.  

2. Apa keunggulan pembiayaan di PT BPRS Niaga Madani Makassar ? 

Jawab : Kami menggunakan akad syari’ah dalam setiap transaksi. Selain itu, 
margin yang kami berikan menggunakan persentase yang tetap setiap bulannya, 
tidak mengikuti suku bunga acuan, sehingga dapat lebih terukur. Selain itu, di PT 
BPRS Niaga Madani Makassaar juga memberikan keringanan kepada nasabah 
yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo. Sehingga, ketika nasabah 
melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo, nasabah hanya membayar harga 
pokok barang yang di beli ditambah margin bulan berjalan. Hal ini disebut diskon 
dalam transaksi syari’ah. 
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